ALOKASI DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH KEPADA DESA

Menimbang

Mengingat

AT
BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 100.3.3.2/15/35.07.013/2025
TENTANG

BERDASARKAN TARGET PENERIMAAN KAS
TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI MALANG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12

Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024 tentang

Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah kepada Desa, maka perlu menetapkan

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa

Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2025

dengan Keputusan Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun tentang
Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun tentang
Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan  Tanggung Jawab
Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sebagaimana telah diubah beberapa terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 2022

tentang Perubahan  Kedua  atas

Undang-Undang

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah, sebagaimana

beberapa kali, terakhir dengan

tentang
telah  diubah
Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun
Pemerintahan Daerah;

tentang



7.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan  Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan  Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016

tentang Desa;



Memperhatikan:

Menetapkan

KESATU

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2023
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7
Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8
Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025;

Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;
Peraturan Bupati Malang Nomor 10 Tahun 2024
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa;
Peraturan Bupati Malang Nomor 189 Tahun 2024 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2025;

Surat Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Malang
tanggal 10 Januari 2025 Nomor: 900.1.13.1/159/35.07.404 /2025
perihal Pengajuan Draft Surat Keputusan Bupati Malang tentang

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa Berdasarkan
Target Penerimaan Kas TA 2025;

MEMUTUSKAN:

Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa

Berdasarkan Target Penerimaan Kas Tahun Anggaran 2025

dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.



KEDUA

KETIGA

Berdasarkan Target Penerimaan Kas sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. bersifat sementara dan berdasarkan target penerimaan kas

Tahun Anggaran 2025;

b. dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2025.

Besaran Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Desa

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepanjen

pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI MALANG,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

Sdr. 1.
2.

3.
4.

(o)

Inspektur;

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah;

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa;

. Kepala Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan;

. Camat se Kabupaten Malang;
. Kepala Desa se Kabupaten Malang.

ttd.

SANUSI



